ABSTRAK

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengutamakan kedaulatan
rakyat memerlukan lembaga pengawal yang mampu menjamin berjalannya proses
demokratis secara adil dan konstitusional. Mahkamah Konstitusi di Indonesia hadir
sebagai lembaga negara yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas
demokrasi, khususnya melalui kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa
pemilihan umum. Penelitian ini mengkaji PHPU Presiden Periode 2019-2024 untuk
mengidentifikasi implementasi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai guardian
of democracy serta implikasi terhadap konsolidasi demokrasi dalam putusannya.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan
perundang-undangan dan putusan pengadilan. Sumber data diperoleh melalui studi
kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara
deskriptif normatif. Fokus kajian terletak pada putusan PHPU Presiden periode 2019—
2024, khususnya terkait implementasi kewenangan Mahkamah Konstitusi dan
implikasi terhadap konsolidasi demokrasi Indonesia dalam putusannya, Hasil
penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah menjalankan
kewenangannya dengan baik sebagai guardian of democracy dalam menyelesaikan
PHPU Presiden periode 2019-2024. Putusan yang diberikan Mahkamah Konstitusi
tidak hanya menjaga keabsahan dan legitimasi hasil pemilihan presiden, tetapi juga
memberikan implikasi positif terhadap proses konsolidasi demokrasi di Indonesia
dengan menegakkan prinsip keadilan, transparansi, serta supremasi hukum dalam

penyelenggaraan pemilu.
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